
BUPATI BOALEMO 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI BOALEMO 
NOMOR 76 TAHUN 2020 

TENTANG 

P E N Y E D I A A N DAN P E N Y E R A H A N P R A S A R A N A , S A R A N A DAN 
U T I L I T A S P E R U M A H A N DAN K A W A S A N P E R M U K I M A N 

K E P A D A P E M E R I N T A H D A E R A H 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI BOALEMO, 

Menimbang : a. bahwa perumahan sebagai bagian dar i kawasan 

pemuk iman baik d i perkotaan dan pedesaan, yang 

di lcngkapi dengan saran dan prasarana ut i l i tas u m u m 

sebagai upaya pemenuhan r u m a h layak h u n i sesuai 

ke tentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan 

Pemukiman; 

b. Bahwa Penyediaan Penyerahan Prasarana Sarana dan 

ut i l i tas pada kawasan perumahan dan pemuk iman 

d iharapkan dapat menjamin ketersediaan dan 

member ikan manfaat yang opt imal bagi masyarakat dan 

mewu judkan tert ib adminis t ras i bagi asset maka per lu 

menyusun mekanisme penyedia prasarana sarana 

ut i l i t as dar i pengembang d i daerah; 

c bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a, h u r u f b per lu menetapkan 

Peraturan Bupa t i tentang Penyediaan dan Penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas Perumahan dan 

Permukiman kepada Pemerintah Daerah; 

UMTOA SE l f f iA\ -WABUP 

s 



t 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pemhentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3899); 

sebagaimana te lah d i ubah dengan Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang 

undang Nomor 50 T a h u n 1999 Tentang Pemhentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republ i Indonesia Nomor 3956); 

2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 26 T a h u n 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

5188); 

5. Undang-undang Nomor 11 T a h u n 2012 Tentang 

Pemhentukan Peraturan Perundang undangan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 

d iubah beberapa ka l i t e rakh i r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

/ 



Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 T a h u n 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5103); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 T a h u n 2014 tentang 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5615); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 588); 

10. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 19 T a h u n 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi l i k Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 

547); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 T a h u n 

2012 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Tahun 

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 

Tahun2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 283); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 

2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2014 nomor 295): 

13. Peraturan Bupa t i Boalemo Nomor 15 Tahun 2017 

tentang Ketentuan Penyelenggaraan Iz in Mend i r ikan 

Bangunan gedung, Serti f ikat Lain fungsi, T im ah l i 

Bangunan gedung Dan Pendapatan Gedung (Berita 

Daerah Kabupaten Boalemo T a h u n 2017 Nomor 624); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTIL ITAS 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA 

PEMERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Boalemo 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Boalemo 

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan 

u r u s a n Pemerintahan d i b idang pe rumahan dan kawasan 

pe rmuk iman . 

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau badan 

h u k u m . 

7. Badan H u k u m adalah badan h u k u m yang d id i r i kan oleh 

warga negara Indonesia yang kegiatannya dib idang 

penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

8. Pengelola Barang M i l i k Daerah adalah Pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab me lakukan koordinasi 

pengelolaan barang m i l i k daerah da lam ha l i n i SekiBcaiis 

Daerah Kabupaten Boalemo. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 

Daerah yang mempunya i fungsi pengelolaan barang m i l i k 

daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dalam 

ha l i n i Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Boalemo. 



10. Penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i tas adalah 

penyerahan herupa tanah dengan bangunan atau tanah 

tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab 

pengelolaan dar i pengembang kepada Pemerintah Daerah 

11. Perumahan adalah kelompok r u m a h yang berfungsi 

sebagai l ingkungan tempat t inggal a tau l ingkungan h u n i a n 

yang di lengkapi dengan prasarana, sarana dan ut i l i tas . 

12. Permukiman adalah bagian dar i l ingkungan h idup d i luar 

kawasan l indung , ba ik yang berupa kawasan perkotaan 

m a u p u n pedesaan yang berfungsi sebagai l ingkungan 

tempat t inggal a tau l ingkungan h u n i a n dan tempat 

kegiatan yang mendukung per ikehidupan dan 

penghidupan. 

13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, 

pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalamnya 

pengembangan kelembagaan, pendanaan dan si stem 

pembiayaan serta peran serta masyarakat yang 

terkoordinasi dan terpadu. 

14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat t inggal yang layak h u n i sarana pembinaan 

keluarga, cerminan harka t dan martabat penghuninya, 

serta aset bagi pemi l iknya. 

15. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang 

pemanfaatannya u n t u k perumahan dan berfungsi sebagai 

tempat t inggal a tau l ingkungan h u n i a n yang di lengkapi 

dengan prasarana dan sarana l ingkungan. 

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik l ingkungan yang 

memungk inkan l ingkungan perumahan dan pe rmuk iman 

serta kawasan i n d u s t r i dan perdagangan dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

17. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi u n t u k 
penyelenggaraan dan pengembangan keh idupan ekonomi, 
sosial dan budaya. 



18. Ut i l i tas adalah sarana penunjang u n t u k pelayanan 

l ingkungan/ kawasan. 

19. Raveling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak 

dengan u k u r a n ter tentu u n t u k bangunan atau tempat 

t inggal. 

20. Ruang Manfaat Ja lan yang selanjutnya disebut Rumaja 

adalah ruang sepanjang j a l an yang dibatasi oleh lebar, 

t inggi dan kedalaman ter tentu yang d i te tapkan oleh 

penyelenggara j a l a n dan d igunakan u n t u k badan j a l an , 

sa luran tepi j a l an , dan ambang pengamannya. 

21. Pengembang adalah setiap orang penyelenggara 

pembangunan perumahan dan kawasan pemuk iman . 

22. T im Verif ikasi adalah t i m yang d iben tuk oleh Bupa t i da lam 

rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan 

ut i l i tas 

23. Beri ta Acara Serah Terima Admin is t ras i adalah serah 

ter ima kelengkapan admin is t ras i berupa j a m i n a n dan 

kesanggupan dar i pengembang u n t u k menyediakan dan 

menyerahkan prasarana, sarana dan ut i l i tas kepada 

Pemerintah Daerah. 

24. Beri ta Acara Serah Terima Fis ik adalah serah ter ima 

se luruh a tau sebagian prasarana, sarana dan ut i l i tas 

berupa tanah dan/atau bangunan dalam ben tuk aset 

dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dar i 

Pengembang kepada Pemerintah Daerah. 

25. Informasi Tata Ruang/ Surat Keterangan Rencana 

Kabupaten adalah surat yang memuat informasi berupa 

p e r u n t u k a n lahan dan penggunaan bangunan, intensitas 

pemanfaatan ruang , serta syarat teknis la innya yang 

d iber lakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi 

t e r tentu . 

26. Iz in Mend i r ikan Bangunan yang selanjutnya dis ingkat 1MB 

adalah periz inan yang d iber ikan oleh Kepala Daerah 

kepada pemi l ik bangunan u n t u k membangun ba ru . 



mengubah, memperluas, mengurangi , dan/atau merawat 

bangunan sesuai dengan persyaratan admin is t ra t i f dan 

persyaratan teknis yang ber laku. 

27. Rencana I n d u k adalah rencana u m u m yang mengatur 

peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan. 

28. Rencana Tapak adalah rencana teknis peletakan 

bangunan sesuai ke tentuan yang ber laku u n t u k keper luan 

pembangunan sua tu proyek yang telah d isahkan oleh 

pejabat yang berwenang. 

29. Lahan Siap Bangun adalah kondis i l ahan matang yang 

siap u n t u k d imanfaatkan kegiatan pembangunan 

diatasnya. 

30. Ruang Terbuka Hi jau yang se lanjutnya dis ingkat RTH 

adalah bagian dar i ruang ruang t e rbuka sua tu wi layah 

yang di is i oleh t u m b u h a n , tanaman, dan vegetasi 

(endemik, introduksi ) guna mendukung manfaat langsung 

dan t idak langsung yang d ihas i lkan oleh RTH tersebut 

y a k n i keamanan, kenyamanan, dan ke indahan. 

(1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

terd i r i atas. 

a. pengembangan perencanaan perumahan ya i tu 

penyediaan lahan kavel ing yang secara bersamaan juga 

d ibangun/dikembangkan sebagai perumahan; 

b. pengavelingan ya i tu penyediaan l ahan kavel ing saja 

yang nant inya akan d imanfaatkan u n t u k pembangunan 

r u m a h . 

(2) Setiap orang yang melaksanakan pengembangan 

perencanaan pe rumahan dan/atau me lakukan 

pengavelingan tanah d i Daerah dengan luas m i n i m a l 500 

m^ ( l ima ra tus meter persegi) ter lebih d a h u l u harus 

mendapat rekomendasi Rencana I n d u k dar i Dinas 

sebelum memproses Iz in Prinsip Membangun/ 

Pendaftaran Penanaman Modal dar i Bupa t i mela lu i Dinas 

BAB II 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Pasal 2 



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P intu 

Kabupaten Boalemo. 

(3) Luasan Kaveling m in ima l 100 m^ (seratus meter persegi). 

(4) Luasan Kaveling k u r a n g dar i 100 m? (seratus meter 

persegi) d iper t imbangkan pada lahan sisa yang luasnya 

t idak lebih dar i 20 % (dua p u l u h persen) dar i j u m l a h 

dan/atau luas lahan Kaveling yang d irencanakan. 

(5) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Wajib menyediakan prasarana, sarana dan ut i l i tas dengan 

proporsi : 

a. pengembangan lahan 500 ( l ima ra tus meter persegi) 

sampai dengan 1.500 m^ (seribu l ima ra tus meter 

persegi) pal ing sedikit 25 % (dua p u l u h l ima persen) 

dar i luas lahan yang d ikembangkan; 

b. pengembangan lahan diatas 1.500 m^ (seribu l ima ra tus 

meter persegi) sampai dengan 5.000 m^ (l ima r i b u meter 

persegi) pal ing sedikit 30 % (tiga p u l u h l ima persen) 

dar i luas lahan yang d ikembangkan; 

c. pengembangan lahan diatas 5.000 m^ (l ima r i b u meter 

persegi) pal ing sedikit 35 % (tiga p u l u h l ima persen) dar i 

luas l ahan yang d ikembangkan. 

(6) Rumah u n t u k j a l an masuk kawasan perumahan 

m i n i m a l 8 (delapan) meter. 

(7) Rumaja u n t u k j a l an l ingkungan m i n i m a l 6 (enam) meter. 

(8) Persyaratan permohonan rekomendasi Rencana I n d u k dan 

Izin Prinsip Membangun/Pendaftaran Penanaman Modal 

pengembangan perencanaan perumahan dan/atau 

me lakukan pengavelingan tanah sesuai ayat (2) adalah 

sebagai b e r i k u t : 

a. informasi Tata Ruang/ Surat Keterangan Rencana 

Kabupaten; 

b. fotocopy ident i tas d i r i berupa Ka r tu Tanda Penduduk 

(KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi 

perseorangan, dan menambahkan Akta Perusahaan 

lengkap dengan Pengesahan dar i Kementerian H u k u m 

dan HAM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 



Perusahaan bagi yang berbadan h u k u m ; 

c. fotocopy B u k t i Kepemil ikan Hak Atas Tanah yang sah 

atau surat keterangan pengukuran (Gambar Ukur ) dar i 

Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo; 

d. surat Keterangan (Persetujuan) dar i desa d i lokasi 

pengavelingan tanah yang d ike tahu i oleh 

Prebekel/Lurah dan Camat setempat; dan 

e. proposal kegiatan yang di lengkapi dengan ura ian 

konsep dan gambar rencana pengembangan 

perumahan. 

Jenis Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas pada Perumahan dan 

Kawasan Permukiman me l ipu t i : 

a. Prasarana, antara la in : 

1. j a r ingan j a l an ; 

2. j a r ingan sa luran pembuangan air l imbah ; 

3. j a r ingan sa luran pembuangan air h u j a n (drainase); dan 

4. tempat pembuangan sampah. 

b. Sarana, antara la in : 

1. sarana perbelanjaan; 

2. sarana pelayanan u m u m dan pemer intahan; 

3. sarana pendid ikan; 

4. sarana kesehatan; 

5. sarana peribadatan; 

6. sarana rekreasi dan olahraga; 
7. sarana park i r k h u s u s u n t u k r u m a h susun ; 
8. sarana per tamanan dan ruang t e rbuka h i jau . 

c. Ut i l i tas , antara la in : 

1. j a r ingan l i s t r ik ; 

2. j a r ingan telepon; 

3. j a r ingan air bersih; 

4. sarana pemadam kebakaran; 

BAB III 
PRASARANA, SARANA DAN UTIL ITAS 

( Bagian Kesatu ) 
J e n i s Prasarana, Sarana dan Uti l itas 

Pasal 3 



5. sarana penerangan j a l an u m u m ; dan 

6. j a r ingan transportas i ( termasuk halte, dan termina l . 

( Bagian Kedua ) 

Bentuk Penyediaan Prasarana, Sarana dan Uti l itas 

Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 waj ib menyediakan 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas. 

(2) .Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), disediakan sebagai b e r i k u t : 

a. u n t u k Prasarana dan Ut i l i tas disediakan da lam ben tuk 

tanah dan bangunan; dan 

b. u n t u k Sarana disediakan dalam bentuk m in ima l 

berupa lahan siap bangun. 

(3) . Pe runtukan lahan siap bangun u n t u k Sarana 

sebagaimana d imaksud ayat (2) h u r u f b harus memenuh i : 

a. standar pelayanan m i n i m u m Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas ; 

b. memperhat ikan k e b u t u h a n masyarakat; dan 

c. kelestarian l ingkungan d i sekitar lokasi ( un tuk 

member ikan daya guna dan n i la i guna yang opt imal 

bagi kepent ingan masyarakat) . 

d. Pe runtukan lahan siap bangun u n t u k sarana d inyatakan 

secara ter tu l i s d i da lam Rencana Tapak yang telah 

disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Rencana Rincinya. 

(1) Penyediaan Prasarana, sarana dan ut i l i t as serta luasannya 

sesuai dengan Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak 

yang telah d ise tu ju i/d isahkan. 

(2) Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat 

t e rbuka dan dapat diakses oleh warga pemi l ik bangunan 

pada perumahan dan pe rmuk iman . 

Pasal 5 



(3) Pengembang di larang mempubl ikas ikan : 

a. Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak yang be lum 

d isahkan; dan 

b. Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak yang t idak 

sesuai dengan yang telah d isahkan. 

Pasal 6 

(1) Perubahan Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak yang 

berdampak terhadap penyediaan prasarana dan ut i l i t as 

dapat d i l akukan setelah mendapatkan persetujuan/ 

rekomendasi Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak 

yang ba ru dar i Dinas. 

(2) Perubahan Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak yang 

berdampak terhadap penyediaan prasarana dan ut i l i tas 

pada lahan d imana lahan kese luruhan mas ih d im i l i k i oleh 

pengembang, dapat d i l akukan mela lu i permohonan 

rekomendasi Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak 

baru . 

(3) Perubahan Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak yang 

berdampak terhadap penyediaan prasarana dan ut i l i tas , 

d imana lahan persil-persil sudah ter jual , maka proses 

perubahannya harus mendapat persetujuan m in ima l 5 0 % 

(lima p u l u h persen) dar i warga pemi l ik l ahan dan/atau 

bangunan pada perumahan dan pe rmuk iman , 

(4) Persetujuan warga pemi l ik pe rumahan menjadi syarat 

permohonan iz in perubahan Rencana I n d u k dan/atau 

Rencana Tapak pe rumahan dan pe rmuk iman . 

(Bagian Ketiga) 

Pembangunan Prasarana dan Uti l itas 

Pasal 7 

(1) Pengembang wajib membangun Prasarana dan Ut i l i tas 

sesuai dengan Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak 

yang te lah d isahkan. 

(2) Pembangunan Prasarana dan Ut i l i tas Perumahan dan 

Permukiman sesuai Rencana I n d u k dan/atau Rencana 

Tapak, dapat d i l akukan : 



a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan 

d i l akukan bertahap; a tau 

b. sekaligus, apabi la rencana pembangunan d i l akukan 
t idak bertahap. 

(3) U n t u k pengavelingan, pembangunan Prasarana dan 

Ut i l i tas harus diselesaikan pal ing lambat 12 (duabelas) 

bu l an setelah i j in pr ins ip membangun/ pendaftaran 

penanaman modal d i t e rb i tkan . 

(4) U n t u k Pengembangan perencanaan perumahan 

pembangunan Prasarana dan Ut i l i tas harus diselesaikan 

pal ing lambat 12 (duabelas) bu l an setelah iz in mend i r ikan 

bangunan perumahan d i t e rb i tkan a tau telah 

terbangunnya r u m a h pal ing kurang 2 5 % (dua p u l u h l ima 

persen) d i b u k t i k a n dengan ber i ta acara opname bersama 

t i m Verif ikasi dengan penyelenggara perumahan. 

BAB IV 

T IM V E R I F I K A S I DAN TATA CARA PENYERAHAN 

PRASARANA, SARANA DAN UTIL ITAS 

(Bagian Kesatu) 

T i m Verif ikasi 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan verif ikasi terhadap Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas d i l akukan oleh T im veri f ikasi yang d iben tuk oleh 

Bupat i . 

(2) Susunan keanggotaan T im veri f ikasi sebagaimana 

d imaksud pada ayat ( l ) , d i te tapkan sebagai b e r i k u t : 

a. Ketua : Sekretaris Daerah; 

b. Sekretaris : Kepala Dinas; 

c. Anggota : Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja 

terka i t sesuai dengan k e b u t u h a n 

(3) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas T im 

Verif ikasi, d iben tuk Sekretariat T im yang berkedudukan d i 

Dinas. 



Pasal 9 

(1) Tugas T im Verif ikasi adalah; 

a me lakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas yang d ibangun oleh pengembang d i wi layah 

ke i janya secara berkala; 

b me lakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, 

Sarana dan Ut i l i tas oleh pengembang; 

c menyusun j adwa l kerja; 

d me lakukan veri f ikasi permohonan penyerahan 

Prasarana, Sarana dan ut i l i t as oleh pengembang; 

e menyusun ber i ta acara pemeriksaan; 

f menyusun berita acara serah ter ima; 

g me rumuskan bahan u n t u k kebi jakan pengelolaan 

pemanfaatan Prasarana, Sarana dan ut i l i tas ; dan 

h menyusun dan menyampaikan laporan lengkap has i l 

inventarisasi dan pemeriksaan Prasarana, Sarana dan 

ut i l i t as secara berkala kepada Bupat i . 

(2) T im Verif ikasi me lakukan peni la ian terhadap: 

a kebenaran a tau penyimpangan antara prasarana, 

sarana dan ut i l i tas yang telah d i te tapkan da lam 

Rencana I n d u k dan a tau Rencana Tapak dengan 

kenyataan d i lapangan; dan 

b kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan 

ut i l i t as yang akan d iserahkan dengan persyaratan 

yang d i te tapkan. 

( Bagian Kedua ) 
Tata Cara Penyerahan Prasarana, 

Sarana dan Uti l itas 

Pasal 10 

(1) Ruang l ingkup penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

me l iput i : 

a penyerahan secara adminis t ras i ; dan 

b. penyerahan secara fisik. 

(2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas secara 

admin is t ras i dan secara f isik dapat d i laksanakan secara 



bertahap atau sekaligus. 

Pasal 11 

Penyerahan secara adminis t ras i sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 10 h u r u f a harus d i l akukan pal ing lambat 90 

(sembilan puluh) ha r i setelah d i t e rb i tkan pengesahan Rencana 

Tapak dan sebelum d i te rb i tkannya iz in mend i r ikan bangunan 

perumahan dengan mekanisme sebagai b e r i k u t : 

a Pemohon mengajukan permohonan penyerahan 

prasarana, sarana dan ut i l i tas secara admin is t ras i kepada 

Bupa t i mela lu i Kepala Dinas selaku sekretaris t i m 

verif ikasi, dengan me lampi rkan persyaratan sebagai 

b e r i k u t : 

1. fotocopy Kar tu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon yang mas ih 

ber laku; 

2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan h u k u m 

penyelenggara pe rumahan/permuk iman dan/atau 

perubahannya yang telah mendapat pengesahan dar i 

pejabat yang berwenang dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) perusahaan yang mas ih ber laku; 

3. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak 

B u m i dan Bangunan (SPPT PBB) a tau Tanda Lunas 

Pajak B u m i dan Bangunan (PBB) t a h u n terakhir sesuai 

ke tentuan yang ber laku; 

4. fotocopy serti f ikat tanah atas nama pengembang yang 

pe run tukkannya sebagai sarana dan/atau prasarana 

dan ut i l i tas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah; 

5 daftar dan gambar Rencana Tapak {zoning dan la in 

lain) yang menjelaskan lokasi , j en is dan u k u r a n 

prasarana, sarana dan ut i l i t as yang akan diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah; 

6. fotocopy akta notar is pernyataan pelepasan hak atas 

t anah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan 

ut i l i tas oleh Pemohon/ Pengembang kepada 

Pemerintah Daerah. 

7. fotocopy Iz in Prinsip Membangun/ Pendaftaran 



Penanaman Modal; dan 

& j adwa l/wak tu penyelesaian pembangunan, masa 

pemeliharaan dan serah ter ima fisik prasarana, sarana 

dan ut i l i tas . 

b. T im Verif ikasi u n t u k memproses permohonan penyerahan 
prasarana, sarana dan ut i l i t as secara adminis tras i sesuai 
ke tentuan yang ber laku. 

c. Kepala Dinas selaku sekretaris T im Verif ikasi 

mendis t r ibus ikan berkas permohonan kepada anggota T im 

Verif ikasi guna d i l akukan penel i t ian terhadap berkas 

permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

d. T im Verif ikasi mengundang Pemohon guna : 

1. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan ut i l i tas 

yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh 

Pengembang; 

2 pembahasan secara adminis t ras i dan/atau teknis 

mengenai prasarana, sarana dan ut i l i tas yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh 

Pengembang; 

3. penyiapan dan pembahasan konsep perjanjian antara 

pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang 

penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan 

ut i l i tas ; 

4. penyiapan mater i sura t kuasa tentang pemberian 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah u n t u k 

me lakukan peral ihan hak atas t anah dan/atau 

bangunan prasarana, sarana dan ut i l i tas yang wajib 

d iserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai 

ke tentuan yang ber laku; dan 

5. pembahasan terhadap ha l -ha l la in yang dianggap per lu 

terkai t penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i tas yang 

akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

e. Apabila pada saat rapat dengan Pemohon sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f d, terdapat persyaratan adminis tras i 

dan/atau teknis yang be lum sesuai dengan yang 

dipersyaratkan maka Pemohon harus segera melengkapi 



dan/atau menyesuaikan dengan hasi l rapat bersama T im 

Verif ikasi; 

f. Persyaratan adminis t ras i dan/atau teknis sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f e, d isampaikan oleh Pemohon 

kepada Kepala Dinas selaku sekretaris T i m Verif ikasi; 

g. Setelah persyaratan adminis t ras i dan/atau teknis 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f e, d i ter ima oleh Kepala 

Dinas selaku sekretaris T im Verif ikasi selanjutnya T im 

Verif ikasi me lakukan rapat koordinas i guna menel i t i 

persyaratan adminis t ras i dan/atau teknis d imaksud , dan 

apabi la persyaratan adminis t ras i dan/atau teknis mas ih 

be lum iengkap dan/atau be ium sesuai maka Kepala Dinas 

selaku sekretaris T im Verif ikasi member i tahukan kepada 

Pemohon; 

h. Apabi la persyaratan adminis t ras i dan/atau teknis 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f e, te lah lengkap 

dan/atau sesuai dengan yang dipersyaratkan maka T im 

Verif ikasi menyiapkan : 

1. konsep perjanjian antara pengembang dengan 

Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan 

penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i tas ; 

2 konsep surat kuasa tentang pemberian kewenangan 

kepada Pemerintah Daerah u n t u k me lakukan 

peral ihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

prasarana, sarana 

dan ut i l i tas yang waj ib d iserahkan kepada Pemerintah 

Daerah sesuai ke tentuan yang ber laku; 

3. konsep Berita Acara Serah Terima Adminis t ras i yang 

d i tandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupat i ; 

4. daftar dan gambar Rencana Tapak (zoning dan Ia in-

lain) yang menjelaskan lokasi , j en is dan u k u r a n 

prasarana, sarana dan ut i l i tas yang akan diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah. 

L setelah dokumen sebagaimana d imaksud pada h u r u f h 

telah selesai d ibuat , se lanjutnya d i l akukan 

penandatanganan : 

dan 



1. perjanjian antara B u p a t i dengan P impinan 

Perusahaan/ Pengembang tentang penyediaan dan 

penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i tas ; 

2. surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada 

Pemerintah Daerah u n t u k me lakukan peral ihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, 

ut i l i tas oleh Perusahaan/ Pengembang dan Bupa t i 

mela lu i pejabat yang d i t u n j u k ; dan 

3. Beri ta Acara Serah Terima Admin is t ras i oleh Kepala 

Dinas atas nama Bupa t i dan P impinan Perusahaan/ 

Pengembang. 

j . Perjanjian dan surat kuasa sebagaimana d imaksud pada 

ayat 

(1) h u r u f i angka 1 dan angka 2 serta daftar dan gambar 

Rencana Tapak (zoning dan Iain-lain) yang menjelaskan 

lokasi , j en is dan u k u r a n prasarana, sarana dan ut i l i t as 

yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah 

merupakan lampi ran Beri ta Acara Serah Terima 

Adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f i 

angka 3. 

k. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu P in tu dapat menerb i tkan Iz in Mend i r ikan Bangunan 

setelah d i l akukan penandatangan Ber i ta Acara Serah 

Ter ima Adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f i angka 3, 

Pasal 12 

(1) Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan diserahkan 

secara f isik sebagaimana dim.aksud da lam Pasal 10 h u r u f 

b harus : 

a. sesuai dengan standar, persyaratan teknis 
dan admin is t ras i yang d i t en tukan oleh Pemerintah 
Daerah; dan 

b. sesuai dengan Rencana Tapak yang te lah d isahkan oleh 
Pemerintah Daerah; 

(2) Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan diserahkan 
seperti yang d imaksud pada ayat (1), harus memenuh i 
kr i ter ia : 
a. u n t u k Prasarana dan Ut i l i tas d iserahkan da lam ben tuk 



t anah dan bangunan; dan 
b. u n t u k sarana d iserahkan dalam ben tuk m in ima l 

berupa lahan siap bangun. 

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 12 d i l akukan dengan mekanisme 

sebagai b e r i k u t : 

a Pemohon mengajukan permohonan penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas secara f isik kepada 

Bupa t i mela lu i Kepala Dinas selaku sekretaris t i m 

verif ikasi, dengan me lampi rkan persyaratan sebagai 

b e r i k u t : 

1. fotocopy Kar tu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon yang mas ih 

ber laku; 

2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan 

h u k u m penyelenggara pe rumahan/ pe rmuk iman 

dan/atau perubahannya yang te lah mendapat 

pengesahan dar i pejabat yang berwenang dan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang 

ber laku; 

3. fotocopy Surat Pemberi tahuan Pajak Terutang Pajak 

B u m i dan Bangunan (SPPT PBB) atau Tanda Lunas 

Pajak B u m i dan Bangunan (PBB) t a h u n terakhir 

sesuai ke tentuan h u k u m yang ber laku; 

4. serti f ikat t anah atas nama Pemerintah Kabupaten 

Boalemo yang pe run tukkannya sebagai sarana 

dan/atau prasarana dan ut i l i tas yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

5L daftar dan gambar Rencana Tapak (zoning dan la in 

lain) yang menjelaskan lokasi , j en is dan u k u r a n 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

6. Berita Acara Serah Terima Adminis t ras i ; dan 

7. ak ta notar is pernyataan pelepasan hak atas tanah 

dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

Pasal 13 



oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah 

Daerah. 

b. T im Verif ikasi memproses permohonan penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas secara f is ik sesuai 

ke tentuan yang ber laku. 

c. Kepala Dinas selaku sekretaris T im Verif ikasi 

mend is t r ibus ikan berkas permohonan kepada anggota 

T i m Verif ikasi guna d i l akukan penel i t ian terhadap 

berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi 

masing- masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

d T i m Verif ikasi mengundang Pemohon guna : 

1. pemaparan mengenai Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah oleh Pengembang; 

2 pembahasan secara admin is t ras i dan teknis 

mengenai Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh 

Pengembang; dan 

3. pembahasan terhadap ha l -ha l la in yang dianggap 

per lu terkai t penyerahan Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas yang akan diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah. 

e. Apabi la pada saat rapat dengan Pemohon sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f d, terdapat persyaratan 

admin is t ras i yang be lum sesuai dengan yang 

dipersyaratkan maka Pemohon harus segera 

melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan has i l 

rapat bersama T im Verif ikasi; 

£ persyaratan adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada 

h u r u f e, d isampaikan oleh Pemohon kepada Kepala 

Dinas selaku sekretaris T im Verif ikasi dan secara 

s imu l tan T im Verif ikasi me l akukan survey da lam 

rangka evaluasi dan veri f ikasi f isik terhadap 

prasarana, sarana dan ut i l i t as yang akan diserahkan; 

g Perangkat daerah yang menjadi anggota T im Verif ikasi 

me lakukan evaluasi dan verif ikasi terhadap prasarana. 



sarana dan ut i l i tas yang akan diserahkan, sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing yang hasi lnya 

d isampaikan kepada Kepala Dinas selaku sekretaris 

T im Verif ikasi; 

h. Selanjutnya Kepala Dinas selaku sekretaris T im 

Verif ikasi mengundang T im Verif ikasi dan 

Pengembang, g u n a : 

1. pembahasan secara teknis mengenai hasi l evaluasi 

dan verif ikasi Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang 

akan diserahkan oleh Pengembang kepada 

Pemerintah Daerah; 

2 penyiapan Konsep Ber i ta Acara Hasi l Pemeriksaan/ 

Verif ikasi Kelayakan terhadap Standar dan 

Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

yang diserahkan; 

3. penyiapan Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik 

Prasarana,Sarana dan Ut i l i tas ; dan 

4. pembahasan terhadap ha l -ha l la in yang dianggap 

per lu terkai t penyerahan Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas yang akan diserahkan oleh Pengembang 

kepada Pemerintah Daerah. 

L Apabila Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan 

diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah 

Daerah be lum sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

d imaksud pada Pasal 12, maka Pengembang wajib 

menyesuaikan dengan persyaratan yang telah 

d i t en tukan . 

j . Setelah Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan 

d iserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah 

Daerah sesuai dengan persyaratan yang telah 

d i t en tukan , d i l akukan penandatanganan Berita Acara 

Hasi l Pemeriksaan/ Verif ikasi Kelayakan terhadap 

Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas yang d iserahkan antara T im Verif ikasi dan 

P impinan Perusahaan/Pengembang; 

k berdasarkan Ber i ta Acara Hasi l Pemeriksaan/ 

Verif ikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan 
K A B A O 

KARTOR 

f 1 



Teknis Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang d iserahkan 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f j , Kepala Dinas 

selaku sekretaris TimVeri f ikasi menyiapkan Konsep 

Laporan T im Verif ikasi tentang has i l evaluasi dan 

verif ikasi terhadap permohonan penyerahan 

prasarana, sarana dan ut i l i t as secara fisik yang 

d ia jukan Pemohon/ Pengembang guna d i tandatangani 

oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua T im Verif ikasi; 

L Laporan T im Verif ikasi tentang has i l evaluasi dan 

verif ikasi terhadap permohonan penyerahan 

prasarana, sarana dan ut i l i tas secara fisik 

sebagaimana d imaksud pada h u r u f k, d isampaikan 

kepada Bupat i u n t u k mendapatkan persetujuan 

dengan d i lampi r i Berita Acara Serah Terima Fisik 

antara Bupa t i dengan P impinan 

Perusahaan/ Pengembang; 

m Beri ta Acara Serah Terima Fisik, d i l a m p i r i : 

1. daftar dan gambar Rencana Tapak (zoning dan Ia in-

lain) yang menjelaskan lokasi , j en is dan u k u r a n 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

2. Berita Acara Hasi l Pemeriksaan/ Verif ikasi 

Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan 

Teknis Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang 

diserahkan; 

3. Laporan T im Verif ikasi tentang has i l evaluasi dan 

verif ikasi terhadap permohonan penyerahan 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas secara f is ik yang 

d ia jukan Pemohon/Pengembang; 

4. asli akta notar is pernyataan pelepasan hak atas 

t anah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas oleh Pemohon/ Pengembang kepada 

Pemerintah Daerah; dan 

5. asli sert i f ikat t anah atas nama Pemerintah 

Kabupaten Boalemo yang pe run tukkannya sebagai 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang d iserahkan 

kepada Pemerintah Daerah. 



(2) Setelah Beri ta Acara Serah Terima Fisik d i tandatangani , 

asl i Ber i ta Acara Serah Terima Fisik dan asl i dokumen 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f m angka 1, 

angka 

2 dan angka 3 serta fotocopy dokumen sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f m angka 4 dan angka 5, 

d is impan oleh Kepala Dinas selaku sekretaris T im 

Verif ikasi, yang kemud ian d iserahkan ke Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas pada 

perumahan dan pe rmuk iman d i l akukan dengan Beri ta 

Acara Serah Terima dar i pengembang kepada Pemerintah 

Daerah. 

(2) Beri ta Acara Serah Terima sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), t e rd i r i dar i : 

a. berita acara serah ter ima sarana; dan 

b. berita acara serah ter ima prasarana dan ut i l i tas . 

(3) Berita acara serah ter ima sarana sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2) h u r u f a, pal ing sedikit m e m u a t : 

a. identi tas para p ihak yang me lakukan serah ter ima; 

b. r inc ian sarana, j u m l a h , lokasi, u k u r a n dan luasan 

obyek yang akan diserahkan; dan 

c. lampiran- lampiran , antara la in : 

1. per i j inan yang te lah d im i l i k i 

2. daftar dan gambar Rencana I n d u k dan a tau 

Rencana Tapak yang menjelaskan sarana, j u m l a h , 

lokasi, u k u r a n dan luasan sarana yang akan 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

3. berita Acara has i l pemeriksaan verif ikasi kelayakan 

terhadap sarana yang d iserahkan; 

4. surat pelepasan hak atas tanah sarana dar i 

pengembang kepada Pemerintah Daerah; 

( Bagian Ketiga) 

Berita Acara Serah Ter ima 

Pasal 14 



5. sert i f ikat tanah asl i atas nama Pemerintah 

Kabupaten Badung yang pe runtukannya sebagai 

sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah; dan 

6. da lam ha l sert i f ikat sebagaimana d imaksud pada 

angka 5 be lum selesai, maka penyerahan tersebut 

disertakan dengan b u k t i pendaftaran hak atas 

t anah d i Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Boalemo atas biaya pengembang. 

(4) Beri ta acara serah ter ima Prasarana dan Ut i l i tas 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, me l iput i : 

a Ber i ta Acara Serah Terima Admin is t ras i Prasarana dan 

Ut i l i tas ; dan 

b. Berita Acara Serah Terima Fis ik Prasarana dan Ut i l i tas. 

(5) Berita Acara Serah Terima Adminis t ras i Prasarana dan 

Ut i l i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f a , 

pal ing sedikit m e m u a t : 

a identi tas para p ihak yang me lakukan serah ter ima; 

b. r inc ian jenis , j u m l a h , lokasi dan u k u r a n obyek yang 

akan diserahkan; dan 

c. j adwa l w a k t u penyelesaian pembangunan dan serah 

ter ima fisik prasarana dan ut i l i tas . 

(6) Beri ta Acara Serah Terima Admin is t ras i Prasarana dan 

Ut i l i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f a 

d i l ampi rkan : 

a perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah 

Daerah tentang penyerahan prasarana dan ut i l i tas ; 

b. surat kuasa dar i pengembang kepada Pemerintah 

Daerah tentang pemberian kewenangan kepada 

Pemerintah 

Daerah u n t u k me lakukan pera l ihan hak atas tanah 

dan/ 

a tau bangunan berupa prasarana dan ut i l i tas yang 

akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan 

c. daftar dan gambar Rencana I n d u k dan/atau Rencana 

Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis , luasan dan 

u k u r a n prasarana dan ut i l i tas yang akan diserahkan 



kepada Pemerintah Daerah. 

(7) Berita Acara Serah Terima Fis ik prasarana dan ut i l i tas 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f b, pal ing 

sedikit memuat : 

a identi tas para p ihak yang me lakukan serah ter ima; dan 

b. r inc ian jenis , j u m l a h , lokasi, u k u r a n dan n i l a i obyek 

yang diserahkan. 

(8) Beri ta Acara Serah Ter ima Fisik Prasarana dan Ut i l i tas 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) h u r u f b, 

d i l ampi rkan : 

a daftar dan gambar Rencana I n d u k dan/atau Rencana 

Tapak yang menjelaskan lokasi , j en is dan u k u r a n 

prasarana dan ut i l i tas yang d iserahkan; 

b. ber i ta Acara has i l pemeriksaan/veri f ikasi kelayakan 

terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana 

dan ut i l i tas yang d iserahkan; 

c. asl i sert i f ikat t anah atas nama Pemerintah Kabupaten 

Boalemo yang pe run tukannya sebagai prasarana dan 

ut i l i tas yang akan d iserahkan kepada Pemerintah 

Daerah; dan 

d. da lam ha l sert i f ikat sebagaimana d imaksud pada h u r u f 

c be lum selesai, maka penyerahan tersebut d isertakan 

dengan b u k t i pendaftaran hak atas tanah d i Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo atas 

biaya pengembang. 

BAB V 

P R O S E D U R PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA 

DAN UTIL ITAS YANG T E L A H DISERAHKAN 

KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 15 

(1) Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang telah d iserahkan oleh 

Pengembang kepada Pemerintah Daerah menjadi barang 

m i l i k daerah dan dicatat da lam daftar barang m i l i k daerah. 

(2) U n t u k keper luan pencatatan dalam Daftar Barang Mi l i k 
Daerah (DBMD), Kepala Dinas menyampaikan fotocopy 
dokumen yang terkai t dengan penyerahan Prasarana, 
Sarana 



dan Ut i l i tas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah. 

(3) Prosedur Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 
da lam daftar barang m i l i k daerah d i l akukan dengan 
mekanisme sebagai ber ikut : 

a Bupa t i menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

sesuai Beri ta Acara Serah Terima sebagaimana 

d imaksud 

pada Pasal 14 ayat 1, kepada pengelola barang m i l i k 

daerah u n t u k d i l akukan pencatatan da lam daftar 

barang m i l i k daerah; 

b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang m i l i k 

daerah me lakukan pencatatan aset berupa prasarana, 

sarana dan ut i l i tas ke da lam Daftar Barang M i l i k 

Daerah (DBMD) yang pelaksanaannya d i l akukan oleh 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

selaku Pejabat Penatausahaan Barang; 

c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

selaku Pejabat Penatausahaan Barang me lakukan 

peni la ian dan mencatat aset berupa prasarana, sarana 

dan ut i l i tas ke da lam Daftar Barang M i l i k Daerah 

(DBMD), segera meny iapkan usu lan Penetapan Status 

Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang 

m i l i k daerah d i l ampi r i Konsep Keputusan Bupa t i 

tentang Penetapan Status Penggunaan atas Prasarana, 

Sarana dan Ut i l i tas ; 

d. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang m i l i k 

daerah menel i t i u su l an sebagaimana d imaksud pada 

h u r u f c dan apabi la usu l an tersebut d isetujui , konsep 

Keputusan Bupa t i tentang Penetapan Status 

Penggunaan atas prasarana, sarana dan ut i l i tas 

d ia jukan kepada Bupa t i u n t u k d i tandatangani ; 

e. Keputusan Bupa t i tentang Penetapan Status 

Penggunaan atas Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

d i jad ikan dasar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang 



u n t u k me lakukan serah ter ima penggunaan kepada 

Perangkat daerah yang berwenang mengelola sesuai 

dengan jen is Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas ; 

f. Perangkat daerah yang mener ima aset berupa 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas me lakukan pencatatan 

ke da lam Daftar Barang Mi l i k Pengguna (DBMP) dan 

me lakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang 

ber laku. 

(4) Kepala Dinas selaku sekretaris T im Verif ikasi 

menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan 

serti f ikasi t anah prasarana, dan ut i l i tas kepada Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(5) Dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat (4), m e l i p u t i : 

a. asl i serti f ikat t anah atas nama Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boalemo yang p e run tukkannya sebagai 

sarana yang d iserahkan kepada Pemerintah Daerah; 

b. asl i ak ta notar is pernyataan pelepasan hak atas tanah 

dan/atau bangunan prasarana, dan ut i l i tas oleh 

Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 

c. asl i serti f ikat t anah atas nama pengembang yang 

pe run tukkannya sebagai prasarana, dan ut i l i tas yang 

d iserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan 

d. fotocopy Beri ta Acara Serah Ter ima Fisik. 

(6) Berdasarkan dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat 

(4), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

mengajukan permohonan serti f ikasi t anah prasarana, dan 

ut i l i t as kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Boalemo sesuai ke tentuan yang ber laku. 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTIL ITAS 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah me lakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap kewajiban setiap orang 

pembangun/pengembang da lam menyediakan dan 

menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas perumahan 



dan kawasan pe rmuk iman . 

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), d i l akukan m e l a l u i : 

a pendataan terhadap setiap orang pengembang yang 

sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan 

perumahan dan kawasan pe rmuk iman ; 

b. penagihan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas kepada 

setiap orang pengembang perumahan dan kawasan 

pe rmuk iman yang be lum menyediakan dan/atau 

menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

e. pemberian teguran kepada setiap orang pengembang 

yang be lum menyediakan dan/atau menyerahkan 

prasarana, sarana dan ut i l i tas pada perumahan dan 

kawasan pe rmuk iman ;dan/atau 

d. pengenaan sanksi admin is t ra t i f dan/atau sanksi 

pidana. 

(3) Pendataan terhadap setiap orang pengembang yang sedang 

dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada 

perumahan dan kawasan pe rmuk iman sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) h u r u f a d i l akukan oleh Dinas 

dengan d iban tu oleh Camat dan Kepala desa. 

(4) Penagihan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas dan pemberian 

teguran kepada setiap orang pengembang perumahan dan 

kawasan pe rmuk iman yang be lum menyediakan dan/atau 

menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) h u r u f b dan h u r u f c d i l akukan 

oleh Dinas, bersama dengan t i m veri f ikasi Prasarana, 

Sarana dan Ut i l i tas. 

Pasal 17 

Pemerintah Daerah da lam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian da lam penyediaan dan penyerahan prasarana, 

sarana dan ut i l i tas d i laksanakan oleh Dinas. 



BAB V I I 

KEWAJIBAN PENGEMBANG PRASARANA, SARANA DAN UT IL ITAS 

Pasal 18 

(1) Kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas oleh setiap orang yang membangun 

perumahan dan kawasan pe rmuk iman sebelum 

ber lakunya Peraturan Bupa t i i n i , d i l akukan sesuai dengan 

Rencana Tapak dan/ a tau Informasi Tata Ruang/Surat 

Keterangan Rencana Kabupaten, dan/atau surat 

pernyataan yang pernah d ibuat dan/atau dokumen 

la innya, dengan memenuh i persyaratan teknis yang 

d i t en tukan oleh Perangkat Daerah terkai t sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

P) Apabila pada saat proses penyerahan, kond is i prasarana, 

sarana d a n ut i l i tas t idak sesuai dengan proporsi yang 

t e r tuang da lam Rencana Tapak sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) maka pengembang wajib : 

a menyesuaikan lahan prasarana, sarana dan ut i l i tas 

yang proporsinya sesuai dengan ke tentuan pada saat 

Rencana I n d u k d ike luarkan; a tau 

h mengganti l ahan prasarana, sarana dan ut i l i tas d i 

da lam areal Rencana Tapak dan/ a tau d i luar lokasi 

Rencana Tapak, d iu tamakan lahan yang berh impi tan 

dengan Rencana Tapak, yang luasnya senilai dengan 

harga lahan d i lokasi pembangunan perumahan 

dengan menggunakan perh i tungan Nilai dua l Obyek 

Pajak (NJOP) Tanah tert inggi pada saat permohonan 

serah ter ima d ia jukan. 

(1) Da lam ha l setiap orang yang membangun perumahan dan 

kawasan pe rmuk iman sebelum ber lakunya Peraturan 

B u p a t i i n i , pengembang t idak dapat memenuhi 

persyaratan teknis yang d i t en tukan oleh Perangkat daerah 

karena perusahaan telah d inyatakan pai l i t berdasarkan 

putusan/penetapan pengadilan yang telah mempunya i 

kekua tan h u k u m tetap, maka pengembang membuat 

pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang t idak 

Pasal 19 



sanggup memperba ik i/ memel ihara Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas d imaksud . 

(2| Dalam ha l pengembang t idak bersedia memenuh i 

persyaratan teknis yang d i t en tukan oleh Perangkat daerah 

karena Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas te lah secara nyata 

d imanfaatkan u n t u k kepentingan u m u m warga 

masyarakat penghuni pe rumahan dan/atau selain 

penghuni perumahan, maka pengembang membuat 

pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang t idak 

bersedia memperbaik i/memel ihara Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas d imaksud , d i d u k u n g pu la dengan surat 

pernyataan dar i warga penghuni perumahan. 

(3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana d imaksud 

pada ayat ( l )dan ayat (2), Pemerintah Daerah membuat 

Beri ta Acara Serah Terima prasarana dan sarana dan akan 

d igunakan sebagai dasar bagi pengelola barang m i l i k 

daerah dalam me lakukan pencatatan ke da lam Daftar 

Barang Mi l i k Daerah. 

Da lam ha l setiap orang yang membangun perumahan dan 

kawasan pe rmuk iman sebelum ber lakunya Peraturan Bupa t i 

i n i , pengembang t idak d ike tahu i k edudukan dan 

keberadaannya dan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas t idak 

dipel ihara serta be lum diserahkan oleh pengembang kepada 

Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang 

memperbaiki/memel ihara prasarana, sarana dan ut i l i tas 

d imaksud yang pembiayaannya d ibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak 

masyarakat u n t u k memperoleh Prasarana, Sarana d a n Ut i l i tas 

yang layak. 

(1) Pengembang yang t idak d ike tahu i kedudukan dan 

keberadaannya sebagaimana d imaksud pada aj^at (1), 

dapat d ike tahu i dar i t idak adanya jawaban atas surat 

permintaan penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i tas 

yang telah d isampaikan sebanyak 3 (tiga) ka l i b e r tu ru t -

t u r u t dengan tenggang w a k t u selama 14 (empat belas) ha r i 

kalender dan setelah d i u m u m k a n da lam media massa 

Pasal 20 



tentang pelaksanaan kewajiban pengembang u n t u k 

menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas d imaksud , 

dan d i d u k u n g dengan surat pember i tahuan dar i 

perwaki lan penghuni/warga setempat yang 

berkepentingan. 

(2) Da lam membuat surat permintaan dan m e n g u m u m k a n 

dalam media massa sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan 

perwaki lan penghuni/warga setempat yang 

berkepentingan. 

Pasal 21 

(1) Da lam ha l membangun perumahan dan kawasan 

pe rmuk iman sebelum ber lakunya Peraturan Bupa t i i n i , 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas t idak dipel ihara dan be lum 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah 

Daerah menyampaikan surat permintaan kepada 

pengembang u n t u k memperbaiki/memel ihara Prasarana, 

Sarana dan Ut i l i tas d imaksud dan selanjutnya d iserahkan 

kepada Pemerintah Daerah. 

^ Da lam ha l pengembang t idak sanggup memperbaik i a tau 

memel ihara n a m u n m a u menyerahkan Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas maka d i t empuh sebagai ber ikut : 

a Pengembang membuat surat pernyataan t idak sanggup 

memel ihara Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas dengan 

me lampi rkan b u k t i pa i l i t berupa Putusan Pailit oleh 

Majelis Hak im Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri; 

b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan 

kepada Pemerintah Daerah mela lui mekanisme yang 

ber laku. 

Da lam ha l pengembang t idak member ikan jawaban surat 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) selama tenggang 

w a k t u 14 (empat belas) h a r i maka Pemerintah Daerah 

menyampaikan sura t Peringatan kepada pengembang 

u n t u k menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

tersebut. 



(̂  J i k a da lam 14 (empat belas) ha r i surat kedua pengembang 

juga t idak member ikan jawaban apapun terhadap surat 

permintaan sebagaimana yang d imaksud ayat (1), maka 

Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang 

ketiga dan terakhir kepada pengembang u n t u k 

penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas kepada 

Pemerintah Daerah. 

P J i k a da lam 14 (empat belas) ha r i surat ketiga pengembang 

juga t idak member ikan jawaban apapun terhadap surat 

permintaan sebagaimana yang d imaksud ayat (1), maka 

Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengembang t idak 

sanggup memperbaik i memel ihara Prasarana, Sarana dan 

Ut i l i tas yang d imaksud dan pemer intah berhak mengambil 

a l ih Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas tanpa pelepasan hak 

dar i pengembang, dengan membuat Beri ta Acara 

Perolehan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas perumahan dan 

pe rmuk iman . 

(̂  Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah 

Prasarana, Sarana dan Uti l i tas perumahan dan 

pe rmuk iman tersebut pada ayat (5) sebagai dasar 

permohonan pendaftaran hak atas tanah d i kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo. 

(7) Setelah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo 

menerb i tkan Serti f ikat atas tanah , Pengelola barang m i l i k 

daerah wajib me lakukan pencatatan aset atas prasarana, 

sarana dan ut i l i tas pe rumahan dan pe rmuk iman ke da lam 

Daftar Barang Mi l ik Daerah (DBMD). 

P Bupa t i menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas yang 

telah diserahkan oleh pengembang kepada Perangkat 

Daerah yang berwenang mengelola dan memel ihara 

prasarana dan sarana d imaksud . 

^ Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas kepada 

Perangkat daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (9) 

d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i tentang Penetapan 

Status Penggunaan. 

! — — ^ 3C-



Perangkat daerah yang mener ima aset Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas me lakukan pencatatan dalam Daftar Barang 

Mi l i k Pengguna. 

Pasal 22 

Dalam ha l Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas sudah 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, n a m u n 

Pemerintah Daerah t idak memi l i k i h u k t i - h u k t i adminis tas i 

serah ter ima Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas dar i 

pengembang kepada Pemerintah Daerah maka Prasarana, 

Sarana dan Ut i l i tas d imaksud diproses oleh Bupa t i mela lu i 

pejabat yang d i t u n j u k membuat Ber i ta Acara Perolehan 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas . 

Bupa t i mela lu i pejabat yang d i t u n j u k membuat penyataan 

aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sebagai dasar 

permohonan pendaftaran hak atas t anah d i Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo. 

Setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Boalemo menerb i tkan sert i f ikat h a k atas tanah , Pengelola 

barang m i l i k daerah wajib me lakukan pencatatan aset atas 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas ke da lam Daftar Barang 

M i l i k Daerah (DBMD). 

Bupa t i menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

kepada Perangkat daerah yang berwenang mengelola dan 

memel ihara prasarana, sarana dan ut i l i t as d imaksud 

setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Boalemo menerb i tkan sert i f ikat hak atas tanah , 

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas kepada 

Perangkat daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 

d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i tentang Penetapan 

Status Penggunaan 

Perangkat daerah yang mener ima aset Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas me lakukan pencatatan da lam Daftar Barang 

Mi l i k Pengguna (DBMP). 



Pasal 23 

(1) Da lam ha l pengembangan pe rumahan dan pengavelingan 

tanah telah ada sebelum penetapan Peraturan Bupa t i i n i 

dan t idak memi l i k i dan/atau memproses pengesahan 

Rencana I n d u k dan/atau Rencana Tapak maka, 

prasarana, sarana dan ut i l i tas d imaksud diproses mela lu i 

mekanisme penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i t as apa 

adanya pada T im Verif ikasi Penyerahan Prasarana, 

Sarana dan Ut i l i tas . 

(2) Penyerahan prasarana, sarana dan ut i l i t as yang d imaksud 

pada ayat (1) dapat d i l akukan oleh pengembang dan/ a tau 

kelompok masyarakat penghuni yang d i d u k u n g dengan 

surat pernyataan dar i perwaki lan penghuni/warga 

setempat yang berkepentingan. 

(3) Pemerintah Daerah membuat Beri ta Acara Serah Terima 

Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas akan d igunakan sebagai 

dasar bagi pengelola barang m i l i k daerah dalam 

me lakukan pencatatan ke da lam Daftar Barang Mi l i k 

Daerah. 

(4) Bupa t i mela lu i pejabat yang d i t u n j u k membuat penyataan 

aset atas tanah Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 

sebagaimana d imaksud pada ayat (4) sebagai dasar 

permohonan pendaftaran hak atas t anah d i Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo. 

(5) Setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Boalemo menerb i tkan serti f ikat h a k atas tanah , Pengelola 

barang m i l i k daerah wajib me lakukan pencatatan aset atas 

prasarana, sarana dan ut i l i t as ke da lam Daftar Barang 

Mi l i k Daerah (DBMD). 

(6) Bupa t i menyerahkan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas 
kepada Perangkat daerah yang berwenang mengelola dan 
memel ihara Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas d imaksud 
setelah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Boalemo menerb i tkan sert i f ikat hak atas tanah . 

(7) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ut i l i tas kepada 
Perangkat daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (6) 
d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i tentang Penetapan 
Status Penggunaan. 



(8) Perangkat daerah yang mener ima aset Prasarana, Sarana 

dan Ut i l i tas me lakukan pencatatan dalam Daftar Barang 

Mi l i k Pengguna (DBMP). 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya 

dalam Beri ta Daerah Kabupaten Boalemo 

Di te tapkan d i T i lamuta 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2 0 2 0 NOMOR.7^.) 


